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 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  

N O M O R  3  T A H U N  2 0 0 7  

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI 
NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN 

KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH 

D E N G A N  R AH M A T  T U H A N  Y A N G  M A H A  E S A  

BUPATI BEKASI, 

 .  bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah t iga kali terakhir 
dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protoko ler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi 
Nomor 3 Tahun 2006, perlu diubah dan disesuaikan; 

a.  bahwa atas dasar pert imbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
di atas, maka perubahan dan penyesuaiannya perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950); 

2. Undang--Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protoko l (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363); 

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

Menimbang 

Mengingat 



(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 
Kedudukan Maje lis Permusyawaratan Rakyat ,  Dewan Perw ak i la n  
Ra kyat ,  Dewan P erw ak i la n Rakyat  Da erah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4310); 

5. U n d a n g – U n d a n g  N o m o r  1  T a h u n  2 0 0 4  t e n t a n g  
P er benda har aa n Ne gar a  ( Le mbar an  N e gar a  Re pub l ik  I ndo ne sia  
Ta hun 2004  No mor  5 ,  Tamba ha n L embar an Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

6. U n d a n g – U n d a n g  N o m o r  1 0  T a h u n  2 0 0 4  t e n t a n g  
Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran N e g a r a  
Re p u b l i k  I nd o ne s i a  T a hu n  2 0 0 4  N o mo r  5 3 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Repu lb ik Indonesia  Nomor 4389); 

7 .  U n d a n g – U n d a n g  N o m o r  3 2  T a h u n  2 0 0 4  t e n t a n g  
Pemer intahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Penggant i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548); 

8 .  U n d a n g – U n d a n g  N o m o r  3 3  T a h u n  2 0 0 4  t e n t a n g  
Per imbangan Keua ngan Ant ar a Pe mer int ah Pusat  dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2004  No mor  
126,  T amba ha n Le mba ra n Neg ar a Republik Indonesia Nomor 4438): 

9 .  P er at ur an P emer in t a h No mo r 25 T ahun 2000  t ent ang  Kewenangan 
Pemerinah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Oto no m 
(Le mbara n N egara  Repub lik Indonesia T a hu n 20 00  No mo r  54 ,  
Ta mba h a n  Le mba ra n  N eg a r a  Republik Indonesia Nomor 3952); 

10.  Peraturan Pemer intah No mor  105 Tahun 2000  t ent ang  Pengelo laan 
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 

1 1 .  P erat u r an P emer in t a h No mo r  20  T ahun  200 1  t e nt ang  P e mbin aa n  
da n P e ngaw a sa n At a s  P e nye le nggar aa n Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia T a hu n 20 01  N o mo r  41 ,  
Ta mba ha n Le mb a ra n N eg a ra  Republik Indonesia Nomor 4090); 

1 2 .  P er a t u ra n P e mer int a h No mo r  24  t ahun  20 04  t en t a ng  Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah t iga kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 



Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwak ila n 
Rakyat  Daerah (Lembaran Negara Repub lik  I ndo nes ia Tahun 2007  
Nomor 47,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

1 3 .  P erat u r an P e mer int ah No mor  25  T ahun 20 04  t ent a ng  P ed o ma n  
P e n yu s u na n P e r a t u r a n  T at a  T er t ib  D ew a n Perwak ilan  Rakyat  
Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 
91,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417); 

14.  Peraturan Menteri Dala m Neger i Nomor  13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelompokan 
K e m a mp u a n K e u a n g a n  D a e r a h ,  P e n g a n g g a r a n  d a n  
P er ta nggung jaw aban  P enggunaa n Be la n ja  P enun ja ng  Operasiona l 
Pimpinan Dewan Perwak ilan Rakyat  Daerah serta Tata Cara 
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggo ta Dewan 
Perwakilan Rakyat  Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupat en Bekasi Nomor 8 t ahun 
2004  t ent ang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dew an P e rw ak i la n  Rak ya t  D ae rah  (Le mbar an  D aer a h  
Kabupaten Bekasi Tahun 2006 Nomor 2 Seri E); 

17.  Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 t e nt ang  
P o ko k-po ko k  P e nge lo la a n K eua nga n  Da era h (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 2). 

D e n g a n  P e r s e t u j u a n  B e r s a m a  

DE WAN PE RWA KI LAN RAKY AT D AE RAH KABUP ATEN BE KASI  

D A N  

B U P A T I  B E K A S I  

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN BEKASI NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG 
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN 
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 



Pasa l I  

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwak ilan Rakyat  Daerah (Lembaran Daearah Kabupat en Bekasi Tahun 2004 
Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Bekasi Nomor 8 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwak ilan Rakyat  Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2006 Nomor 2 Seri E), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan dalam Pasal 1, diantara angka 15 dan angka 16 disis ipkan 2 (dua 
) angka, yaitu angka 15a dan angka 15b serta angka 16 diubah, sehingga Pasal 
1 angka 15a, angka 15b dan angka 16, berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

15a.  Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang d iber ikan kepada  
P imp ina n dan Anggo t a DPRD set iap  bu lan da la m rangka  
mendorong peningkatan kiner ja pimpinan dan anggota DPRD dala m 
rangka menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah 
pemilihan. 

15b.  Belan ja Penunjang Operas iona l adalah dana yang d ised iakan bag i 
pimpinan DPRD set iap bulan untuk menunjang kegiatan operasional 
yang berka itan dengan representasi,  pelayanan, dan kebutuhan lain 
guna melancarkan pe laksanaan  t ugas dan fungsi p impina n DPRD 
sehari-hari. 

16. Tunjangan kese jaht eraan ada lah t unjangan yang d ised iakan berupa 
pember ian jaminan pemeliharaan kesehatan,  paka ian dinas kepada 
pimpinan dan Anggo ta DPRD, penyediaan rumah jabatan pimpinan 
DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD, 
soda rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya. 

2. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 10 

Penghasilan pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: 

a. Uang Representasi; 
b. Tunjangan Keluarga; 
c. Tunjangan Beras; 
d. Uang Paket; 
e. Tunjangan Jabatan; 
f. Tunjangan Panitia Musyawarah; 
g. Tunjangan Komisi; 
h. Tunjangan Panitia Anggaran;  
i. Tunjangan Badan Kehormatan; 
j. Tunjangan Komunikasi Intensif; 



k. Tunjangan Panitia Legislasi; 
l.  Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya. 

3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11, dis is ipkan satu pasal, yakni Pasa l 10A 
yang berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 10 A 

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada pimpinan 
dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi 
Intensif. 

4. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dihapus. 

5. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12, disispkan satu pasal, yaitu Pasal 11A, yang 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 11A 

(1 ) Pimpinan dan Anggo ta  DPRD diber ikan Tunjangan Keluarga  dan 
Tunjangan Beras. 

(2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai 
Negeri Sipil. 

6. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15,  dis isipkan dua pasal,  ya itu Pasal 14A dan 
Pasal 14B, yang berbunyi sebagai berikut 

Pasal 14A 

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A 
diberikan kepada pimpinan dan Angota DPRD set iap bulan dengan 
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 

(2) Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif pimpinandan anggota DPRD 
berdasarkan kluster/ke lompok kemampuankeuangan daerah, sebagai 
berikut: 
a.  ke ma mp u a n ke ua ng a n t ing g i  d ibe r ik a n 3  ( t iga)  ka l i  u a ng  

representasi Ketua DPRD; 
b.  kemampuan keuangan sedang diberikan 2 (dua) kali uang 

representasi Ketua DPRD; 
c.  kemampuan keuangan rendah diberikan 1 (satu) kali representasi 

Ketua DPRD. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan Komunikasi Intensif dengan 
ne mper t imbangkan k e ma mpua n keua ngan  daer ah sebagaima na  
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 

(4) Penggunaan Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud 
ayat (1) memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka -
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 14B 
Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 14A dibayarkan terhitung 



mulai tangal 1 Januari 2007 
 

7. Ketentuan dalam Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai 
berikut:: 

Pasal 15 

(1 )  P ajak  penghas i la n P a sa l 21  p imp inan dan Anggo t a  DP RD  a ta s  
penghas i lan sebaga imana  d imaksud da lam Pasa l 10  Dibe ban ka n 
kepada APBD. 

(2 )  Pajak  penghas i lan Pa sa l 21 P impinan dan Anggo t a DPRD a ta s  
penerimaan la in sebagaiman dimaksud dalam Pasal 10A dibebankan 
kepada  ya ng  be rsang kut an sesua i  den gan ke t ent uan  perat ur an 
perundang-undangan. 

8. Diantara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Pasal 21 dan Pasal 22 
dis isipkan satu bagian ya itu  Bag ian Kedua A dan ketentuan dala m Pasa l 
22 diubah, sehingga Bagian Kedua A Pasal 22 berbunyi sebagai berikut 

B a g i a n  K e d u a  A  

Uang Duka dan Bant uan Pengurusan Jenazah 

Pasal 22 

(1) Dalam hal pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia t idak dalam 
menja lankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 
(dua) kali uang representasi. 

(2) Da lam ha l p impina n at au Anggo t a  DPRD me ningga l dunia  da la m 
menja lankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar  6 
(enam) kali uang representasi. 

(3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah. 

9. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25, disisipkan tiga Pasal yaitu Pasal 24A, Pasal 24 
B, dan Pasal 24C, yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 24A 

(1) Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
24, kepada pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional 
P imp ina n  se t ia p  bu la n  denga n me mp er t imba ngka n ke ma mpua n  
keuangan daerah. 

(2) Pemberian Dana Operasional Pimpinan  DPRD berdasarkan kluster/kelompok 
kemampuan keuangan daerah sebagai berikut: 

kemamjpuan keuangan tinggi, terhadap: 

1. Ketua, 6 (enam kali uang representasi yang bersangkutan); 
2. Wa k il  Ke t u a ,  4  ( e mp a t )  k a l i  u a ng  r e p r e s e nt a s i  ya ng  

bersangkutan. 



kemampuan keuangan sedang, terhadap 
1. Ketua, 4 (enam kali uang representasi yang bersangkutan; 
2. Wakil Ketua, 2,5 (dua koma lima) uang representasi yang bersangkutan. 

kemampuan keuangan rendah, terhadap: 

1. Ketua, 2 (dua) kali uang representasi yang bersangkutan; 
2. Wakil Ketua, 1,5 (satu koma lima) uang representasi yang bersangkutan. 

(3 )  Ketentuan Iebih lanjut mengenai Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 
dengan mempertimbangkan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam Peraturan Bupati. 

Pasal 24B 

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24A disediakan terhitung mulai tanggal 1 April 2007. 

Pasal 24C 

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24A berdasarkan pert imbangan kebijakan pimpinan 
DPRD dengan memperhat ikan asas manfaat  dan e fis iensi da lam rangka 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan 
tidak untuk keperluan pribadi. 

10. Ket ent uan da la m Pasa l 25 d iuba h,  se hingga  P asa l 25  berbunyi sebaga i  
berikut: 

Pasal 25 

(1) Sekretaris DPRD menyusun Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang 
terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan 
tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang 
diformulasikan ke dalam Rencana  Kerja dan Anggaran Satuan Ker ja 
Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD. 

(2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dala m 
Pasal 10,  Pasal 10A, Pasal 14A, Pasa l 14B, Pasa l 14C, Pasa l 14D,  
Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 23 diangggarkan dalam Pos DPRD. 

(3) Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16,  Pasa l 17,  Pasa l 18,  dan Pasa l 21,  serta 
Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 
24 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke 
dalam jenis belanja sebagai berikut : 

a. Belanja Pegawai; 
b. Belanja Barang dan Jasa; 
c. Belanja Modal. 

(4) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24A dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD. 



(5) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi. 

Disahkan di Bekasi 
pada tanggal 29 Mei 2007 

BUP ATI BE KASI 

T t d .  

H. SA’DUDDIN 

Diundangkan di Bekasi 
pada tanggai 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 

 
 
H. HERRY KOESAERI S. 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2007 NOMOR 
 
 


